
Pemkab Bombana Serahkan LKPD
2025  ke  BPK  Sultra,  Tegaskan
Komitmen Transparansi Keuangan
Bombana,  sultranet.com,  –  Pemerintah  Kabupaten  Bombana  menyerahkan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025
kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara sebagai
bagian  dari  kewajiban  konstitusional  dalam  memastikan  transparansi  dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, melalui penyerahan langsung oleh
Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani kepada Kepala BPK Sultra di Gedung BPK
Perwakilan Sulawesi Tenggara, Selasa (31/3/2026).

Penyerahan laporan keuangan ini menjadi tahapan awal dalam proses audit yang
akan dilakukan oleh BPK. LKPD unaudited merupakan laporan yang telah disusun
oleh pemerintah daerah namun belum melalui proses pemeriksaan resmi. Meski
demikian, dokumen tersebut menjadi dasar penting bagi BPK dalam melakukan
audit  terinci  sebelum  memberikan  opini  atas  kewajaran  penyajian  laporan
keuangan.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani menegaskan bahwa
penyusunan laporan  keuangan telah  dilakukan secara  maksimal  oleh  seluruh
perangkat daerah. Ia menyebut, proses penyusunan melibatkan koordinasi lintas
organisasi perangkat daerah guna memastikan kelengkapan dan akurasi data.

“Kami  berharap laporan keuangan ini  dapat  menjadi  dasar  yang baik  dalam
proses pemeriksaan, serta mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas
pengelolaan keuangan daerah,” ujar Ahmad Yani.

Menurutnya, ketepatan waktu dalam penyerahan laporan keuangan juga menjadi
bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi  ketentuan perundang-
undangan. Hal ini sekaligus mencerminkan keseriusan Pemkab Bombana dalam
membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

Sementara itu, pihak BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara memberikan apresiasi
atas ketepatan waktu Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menyerahkan LKPD
sesuai jadwal yang telah ditetapkan. BPK menilai kepatuhan terhadap tenggat
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waktu merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kedisiplinan dan
tata kelola keuangan daerah.

Selanjutnya,  BPK  akan  melakukan  pemeriksaan  terinci  terhadap  laporan
keuangan  tersebut.  Proses  ini  meliputi  verifikasi  dokumen,  pengujian  sistem
pengendalian internal, serta penilaian atas kepatuhan terhadap standar akuntansi
pemerintahan.  Hasil  dari  pemeriksaan  tersebut  nantinya  akan  menjadi  dasar
dalam pemberian opini,  termasuk kemungkinan mempertahankan opini  Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP).

Kegiatan penyerahan LKPD ini  juga diikuti  oleh sejumlah kepala  daerah dan
perwakilan  pemerintah  kabupaten/kota  se-Sulawesi  Tenggara  yang  secara
bersamaan  menyerahkan  laporan  keuangan  masing-masing  kepada  BPK.
Momentum ini  mencerminkan sinergi  antara pemerintah daerah dan lembaga
pemeriksa dalam memperkuat akuntabilitas keuangan publik di tingkat daerah.

Bagi  Pemerintah  Kabupaten  Bombana,  penyerahan  LKPD  bukan  sekadar
kewajiban  administratif,  tetapi  juga  bagian  dari  upaya  berkelanjutan  untuk
meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Evaluasi yang dilakukan melalui
proses audit  diharapkan mampu mengidentifikasi  potensi  perbaikan,  sehingga
sistem pengelolaan  keuangan  daerah  dapat  semakin  transparan,  efisien,  dan
akuntabel.

Dengan langkah ini,  Pemkab Bombana optimistis  dapat  kembali  meraih opini
terbaik dari BPK. Lebih dari itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus
memperkuat integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan anggaran, demi
mendukung  pembangunan  daerah  yang  berkelanjutan  dan  berpihak  pada
kepentingan  masyarakat.

Ke depan, Pemkab Bombana juga akan terus mendorong peningkatan kapasitas
sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan, serta memperkuat sistem
pengawasan internal guna meminimalisir potensi kesalahan dalam penyusunan
laporan keuangan.



Pemkab  Bombana  Terima  LHP
BPK  2025,  Fokus  Perbaikan
Pengelolaan  Lingkungan  Sektor
Pertambangan
Kendari,  sultranet.com  –  Pemerintah  Kabupaten  Bombana  secara  resmi
menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 dari Badan
Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  Republik  Indonesia  Perwakilan  Provinsi  Sulawesi
Tenggara.  Laporan  tersebut  berkaitan  dengan  hasil  pemeriksaan  atas
penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan
usaha  pertambangan  di  wilayah  Kabupaten  Bombana.  Penyerahan  laporan
dilakukan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrun, ST.,
M.P.W.K., yang mewakili Bupati Bombana, di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi
Tenggara di Kendari, Rabu, 28 Januari 2026.

Kegiatan  penyerahan  laporan  tersebut  turut  dihadiri  Wakil  Ketua  II  DPRD
Kabupaten Bombana Zalman, Inspektur Inspektorat Kabupaten Bombana Ridwan,
S.Sos.,  M.P.W.,  serta  sejumlah  pejabat  terkait  dari  lingkungan  Pemerintah
Kabupaten Bombana. Kehadiran unsur eksekutif dan legislatif dalam kegiatan ini
menjadi  bagian  dari  komitmen  bersama  dalam  memperkuat  tata  kelola
pemerintahan  yang  transparan  dan  akuntabel.

Laporan  Hasil  Pemeriksaan  yang  diserahkan  oleh  BPK  merupakan  hasil
pemeriksaan  kepatuhan  terhadap  penyelenggaraan  perlindungan  dan
pengelolaan  lingkungan  hidup  pada  aktivitas  pertambangan  di  Kabupaten
Bombana. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan oleh tim auditor BPK RI selama
kurang  lebih  60  hari  sebagai  bagian  dari  fungsi  pengawasan  terhadap
pengelolaan  sumber  daya  alam  di  daerah.

Dalam sambutannya, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Syahrun
menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh jajaran
BPK RI, khususnya tim pemeriksa, yang telah melaksanakan proses pemeriksaan
secara profesional dan komprehensif.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh jajaran BPK RI,
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khususnya  tim  pemeriksa,  yang  telah  melaksanakan  pemeriksaan  kepatuhan
selama kurang lebih 60 hari.  Pemeriksaan ini  menjadi  bagian penting dalam
memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai ketentuan,” kata Syahrun.

Ia menegaskan bahwa proses pemeriksaan tersebut memiliki peran penting dalam
memastikan  pelaksanaan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup
berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta keberlanjutan
pembangunan daerah.

Menurut Syahrun,  Pemerintah Kabupaten Bombana memandang laporan hasil
pemeriksaan tersebut bukan hanya sebagai bentuk evaluasi administratif, tetapi
juga  sebagai  bahan  pembelajaran  untuk  memperbaiki  sistem  pengelolaan
pemerintahan ke depan,  khususnya yang berkaitan dengan sektor lingkungan
hidup dan kegiatan pertambangan.

“Kami  memandang  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  ini  bukan  semata  sebagai
penilaian, tetapi sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan nyata dalam
penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang,” ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh BPK RI
akan  ditindaklanjuti  secara  serius  oleh  pemerintah  daerah  melalui  langkah-
langkah perbaikan yang terukur dan sistematis.

“Seluruh rekomendasi yang disampaikan akan kami tindak lanjuti secara serius
melalui langkah-langkah perbaikan yang terukur sesuai dengan rencana aksi yang
telah disusun oleh perangkat daerah terkait,” tegasnya.

Lebih  lanjut,  Syahrun  menekankan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Bombana
berkomitmen untuk terus memperkuat  sistem pengendalian internal  di  setiap
organisasi  perangkat  daerah.  Upaya  tersebut  dilakukan  untuk  memastikan
seluruh program pembangunan berjalan sesuai  dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Ia  juga  mengungkapkan  bahwa  pemerintah  daerah  telah  menginstruksikan
seluruh organisasi perangkat daerah yang terkait dengan pengelolaan lingkungan
hidup  dan  sektor  pertambangan  agar  menjadikan  rekomendasi  BPK  sebagai
prioritas dalam perbaikan tata kelola pemerintahan.

“Kami  telah  menginstruksikan  seluruh  OPD  terkait  untuk  menjadikan



rekomendasi  BPK  sebagai  prioritas.  Setiap  temuan  harus  direspons  dengan
perbaikan sistem, bukan sekadar pemenuhan administratif,” kata Syahrun.

Selain itu, pemerintah daerah juga akan melakukan pemantauan secara berkala
terhadap perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh BPK
RI. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap rekomendasi benar-
benar diimplementasikan secara efektif di tingkat perangkat daerah.

Syahrun  menambahkan  bahwa  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  baik
merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah
yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus
memperbaiki  sistem pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan agar  lebih
tertib, transparan, dan bertanggung jawab.

Di  akhir  sambutannya,  ia  berharap  sinergi  antara  Pemerintah  Kabupaten
Bombana dan BPK RI dapat terus terjalin dengan baik. Kerja sama tersebut dinilai
penting  dalam mendorong terciptanya  tata  kelola  pemerintahan  yang  bersih,
patuh terhadap hukum, serta  mampu mendukung pembangunan daerah yang
berwawasan lingkungan.

“Kami berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan BPK RI dapat
terus  terjalin  dengan  baik  demi  terwujudnya  tata  kelola  pemerintahan  yang
bersih, patuh hukum, serta mendukung pembangunan daerah yang berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan,” ujarnya.

Melalui  penerimaan  LHP  ini,  Pemerintah  Kabupaten  Bombana  menegaskan
komitmennya  untuk  terus  memperbaiki  sistem  pengelolaan  pemerintahan,
meningkatkan  kepatuhan  terhadap  regulasi,  serta  memastikan  bahwa
pemanfaatan sumber daya alam di daerah dilakukan secara bertanggung jawab
dan berkelanjutan.


